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Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi
merek yang menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi,
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau
jasayang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
Merek dijadikan sebagai unsur pembeda pada sebuah produk dan jasa. Perekonomian dan pengaruh
globaliasi yang berkembang menyebabkan kemajuan terhadap berbagai sektor. Penulisan ini mengambil 3
(tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum merek terkait dengan pelanggaran merek
berupa penjualan produk palsu, bagaimana kebijakan dalam penyedia sarana perdagangan di Indonesia
terkait tindakan notice and takedown serta kasus yang terkait dengan tindakan notice and takedown di China
dan Filipina, dan bagaimana batasan sertaimplementasi dari tindakan notice and takedown pada penyedia
sarana perdagangan melalui sistem elektronik bilaterjadi pelanggaran merek berupa penjualan produk palsu
pada penyedia sarana perdagangan melaui sistem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan
didukung dengan dengan hasil penelitian atas penggunaan norma yang berlaku. Kesimpulan yang
didapatkan adalah tindakan notice and takedown yang dilakukan oleh penyedia sarana perdagangan melalui
sistem elektronik tidakah cukup untuk mengatasi pelanggaran merek secara online karena akan
menimbulkan adanya potensi terjadinya pelanggaran merek berupa penjualan barang palsu. Serta
dimungkinkan pula adanya potensi permintaan ganti rugi yang akan digjukan oleh pemilik merek kepada
penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik.

...... Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications has gi en
the definition which states that Mark means any sign capable of being represented graphically in the form of
drawings, logos, names, words, letters, numerals, colors arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three)
dimensional shape, sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of those elements to distinguish
goods and/or services produced by a person or legal entity in trading goods and/or services. Trademark is
used as a distinguishing element in a product and service. The economy and the growth of globalization
have |led to advances in various sectors. This paper takes 3 (three) main issues, first is how the legal
provisions for trademarks are related to trademark infringement in the form of selling counterfeit goods.
Second is how are the policiesin trading facilities providersin Indonesia are related to notice and takedown
actions, and cases related to notice and takedown actions in China and the Philippines. Lastly, how to limit
and implement the notice and takedown actions for providers of trading facilities through electronic systems
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in the event of atrademark infringement in the form of selling counterfeit goods to providers of trading
facilities through electronic systems in Indonesia. The research method used is juridical-normative which
focuses on the use of legal normsin writing and is supported by research results on the use of applicable
norms. The conclusion is that notice and takedown actions carried out by providers of trading facilities via
electronic systems are not sufficient to overcome online trademark infringement because they will cause a
potential for trademark infringement in the form of selling counterfeit goods. It is also possible for the
potential compensation request to be submitted by the trademark owner to the trading facility provider
through an electronic system.



